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ABSTRACT

The powerless of women gives the bad ellect in their life. They become an
object of woman trafticking by irresponsible parties. This ease happens hecause of
cconomy problems and lack of education. Based on this phenomenon, the
problems in this research is (1) what kinds of illegal requirement that set the
women trafficking exclusien? (2) How are the implementations of woman
tralTicking exclusion in lndonesia? (3} What problems does Indopesia have in
doing the law setting of woman Imihcking exclusion? The design of this research
is sociolopgical juridical by using normative law method that is suppored by
cmpirical low method. In nomative law method, the wriler uses books-anadysis
and secondary data whereas in empircal law, the woter uses the theories about
the implementation of this law in sociely. From this research, it was found that
woman trafficking exclusion is armanged by Women Convention 1979 PBB
Protocol 2000 to Prevent, Suppresy and Punivh Trafficking in Persony Especially
Women and Children and that produces of national law such as presidential decree
BRI pumber 88 2002 about Planning of Women and Children Trafficking
Exclusion {(RAN PIA) and the law number 7 1984 about the convention of in the
fomrs of deserimination on women. The implemenation of convention in article &
15 done in central poverment and work together with international agency. The
problems that happen in the implemenation of women convention are: the opinion
that women are always under the men, the law implemenation docs not work well
amd the poverment apparztus do not cover the rigls of victims,



BABIL

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan perdagangan orang (frafffeking) di Indeoesia welah menjodi
perbatian oleh berbapai pihak, karena tingginya angka kasus trafficking dan
berkembangnya pola dan medus operandi yang dipakai oleh pam pelaku.
Berdosarkan data dan [OM (fternational Organization fo Migration) pada
tabun 2008, schanyak 3044 korban perdaganpan orang, 67% adalah
perempuan dewasa, dan sisanva adalah anak perempuan, laki-laki dan anok
laki-laki."

Perdagangan orang bisa saja tegadi pada saat perekrnutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan atau pada sant penerimaan.® Berbagai
cara dilakukan untuk mendapatkan keontungan mulal dan pemalsuan identitas
dan dokumen, penjecatan hutang kepada korban atau keluarganya, ancaman
dan  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyckapan,  penipuan,
penyalohpunaan kekoassan, stau memanfaathkan posisi rentan seseorang, atau
melalui permberian bayaran  dan  manfaat  schingga  scscorang  dapat
diperdagangkan. Berbagar cara tersebut dilakukan kepada Eorban untuk tujuean

mengeksploitasi korban atau mengakibatkan korban tercksploitasi. Scbagian

L owwew poople.com, “Ferdagangan Percmpuan o fndonesis”, dizkses pada tonggal 3
Apnl 200%,

T www,pooglecom, “Perdagangan Perempuan di Indencsia”™, diskses pada tanggal 3
April 2009,



besar cksploitasi terjadi dalam bentuk pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,
penindasan,  pemerasan,  pemanfostan  fisik,  scksual, organ  reproduksi,
memindahkan atau mentransplantast ergan ataw jaringan tobub.

Hak asasi manuosia vang banvak dibicarokan saal iml menvanghkuot
berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia dan ini menjadi masalah viama
vanp dihadapi berbupai negara di dunia. Jaminan hukum atas hak dan martabat
manusia diantara banpsa-bangsa dimoat dulam Pisgam PBR dan tercantum
dalam Deklorasi Universal tentang Hak Asast Manwsia (LDniversal Declaration
af Human Righis) atan DUHAM dan instrumen-instrumen hak asasi manusia
internasional lainnya, khususnya Fonvensi tenlang Penghapusan Segala
Bentuk Diskdminasi Terhadap Wanita (Cenvention on the Elimination aff All
Forms of Discrimination Againyl Wemenr) yanp disingkat Koovensi Wanita
atau Konvensi CEDAW.?

Semula disebut Konvensi Wanila (Fomein’s Comvendion),  sckarang
Konvensi Perempuean. Secarn internasional atau kebanyakan menyebutnya
CEDAW. Scbenamya CEDAW adalah singkatan dari Comeitiee on the
Elimination Against Wemen, sualn Komite PBR vang mempunyai fungsi
memantau  pelaksanaan konvenst di pepara peratifikasi konvensi. Komite
tersebul jups mempunyai fungsi mengawas] kepatuban nepara peratilikasi
dalam melaksanakan konvensi. Disebul Konvensi Perempuan dan bukan
Konvensi CEDAW, dischbabkan berdasarkan pengalaman dalam seminar,

lokakarya, pelatiban, ferdapat resistenst terhadap “Konvensi CEDAW™ dan

) wwiwegobple.com, Pergedifan FAM Jdf Tndonesia, diabses tangeal 3 April 2005,
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mengangeap babwa konvensi dengan istilah asing adalah asing dan tidak
sesuni dengan budaya Indonesia, sebelom dimulainva penjelasan mengenai
arli serfa makna kenvensi bagi perlindungan dan penegakan hak perempuan
serla pemajuan perempuan.”

Sejarah  perjuangan womila unluk penplapuosan segala bentuk
diskriminasi terhadap wanita secara intemasional denpan penpaturannya, tefah
dimulai sejak tahun 1967, berlepotan dengan dikelvarkannva Deklarasi
Penghapusan  Sepala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  wanita,  Komisi
Kedudukan Wanita (Comission on the Status of  Woenen / CSW) PRB
menjadikan deklarasi tersebot sebagal landasan bagl penyusunan Koovensi
Perempuzan dan disetujui olch Majelis PBD pada tangpal 18 Desermber 1979,

Konvensi Perempuan memiliki arli penting karena merupakan suatu
instrumen hukum internasional pertama yang menetapkan arti diskriminasi
terhadap perempuan, yaitu sebagai

“Begala pembedaan, pengesampingan atan pembatsan apapun yvang

dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempengarubi pengarub atan

menghapuskan pengakuan, penikmatan atae penggunaan hak-hak
asusi manusia dan kebebasan pokok di bidasg politik, ckonomi,
sosial, buduva, sipil ataw apopun lamnyva oleh kaoum percropuon
terlepas dan status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antarm
laki-laki dan perempuoan (Pasal 1),
Konvensi Perempuan adalab sunto bentuk peqonpian mlemasional yvang

paling komprehensil dalam vpava penghapusan sepals bentuk disknminas:

© Achic Sudinsti Lubulima, 2007, Bakan Aler Hak Perempian: DU po. 7 thee 1984 fentang
Pempesohan Konvensi mewgporsi Penghapusen Sepala Bemlvk Dighrimingsd Terkadag Wanita,
Y zvaszn Obor Indonesia, JTakarta, kbm 130,

lad



tethadop perempuan. Konvensi produk  Majelis Umum PBE ini twelah
diratifikasi lehih dari 177 nepara.”

Pemerintab  Indencsia mengesahkan Konvensi Perempuan ini pada
Langgal 24 Juli 1984 dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Penghapusan Sepala Bertuk Diskriminas! Terlodap
Wanita, Pengesahon ini membawn konsckuensi  untuk meloksanakan
ketentuan-ketenluan yang ada dalam dalam kenvensi tersebut. Undang-undany
nomaor 7 whun 1984 menyatakon dalam penjelasannya :

Y ndonesia membenkan suarm seluju schoagal perwuajudan

keinginan  ladonesia  untuk  berparlisipusi dalam  usaha-usaha

internasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita
karcna ist konvepsi il sesuni denpan dosar negara Pancasila dan

Undang-undang Dasar 1945 vang menetapkan bahwa segela waren

negara  bersamaan  kedudukannya  didalam hukum dun

pemerintahan.™

Konsekuensi dari ratifikasi tersebut membuat pemerintah suatu negara
harus  melaksanakan upaya  penghapusan berbagai bentuk  diskriminasi
lerhadap perempuan atos dasar prinsip-prinsip persamaon substanif, non
disknminasi antara laki-laki dan perempuan serta prinsip kewajiban negara
{stafe abligation).

Pengaluran mengenai penghapusan perdagangan perempuan didalam
Konvenst Perempuan ini terdapat dalam ketentuan Pasal 6, vang menyatakan
bahwa :

“nepara-negara peserta wajib  membuat  peratusan vang  tepat,

termasuk  pembutan  undang-undang, unluk memberantas  segala
bentul perdaganpan perempuan dan eksploitasi pelacuran™,

: www,google.com, Hak Asasi Perempuan dan Korvens CEDATF, diakses pada tangoal 4
Lo 2009.



BABTY

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perdagangan perempuan adalah masalah internasional kareny sebabiagian

prakicknya dilakukan seeura lintas negara dan juga merupakun pelangraran

prinsip-prinsip  hak asasi yang universal. Berikut adalah  kesimpulan-

kestmpulan yang penulis ambil dari skripsi ind, antars lain ;

1.

Penghapusan perdagangan perempuan diatur dalam Comverifon o the
Elimination af All Forms of Discrimination Against Women atau Konvensi
Perempuan dan Protokol PBE Tohun 2000 wniek Mencegah, Menckan,
dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnyva Perempuan dan Anak.
Pelaksanaan Pasal 6 Konvensi Perempuon melatarbelakangi lahimya
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentany Rencana  Aksi
Masional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN PIA)
dan Undang-undang Nomor 21 Tohun 2007 teatang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Namun ketentuan hukum
yang ada belum efekut’ dalom menghapuskan perdapanpan perempuan,
karena data yvang ada menunjukkan bahwa terjadi penipkatin perdagangan
perempuan setiap tahunnya.

Implementasi dart Konvensi Perempuan ini di Indonesia dimulai dengan
Ratifikasi Konvensi denpan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 (entzang

Pengesahan  Konnwvenst Mengenali Penghapusan Sepala Beniuk



Diskriminasi Terhadap Perempunn, Konsekuensi dard ratilikasi membuat
Indonesia membuat persturan-peraturan ant rerdaganpan orang, Selain ity
Juga terjalin koordinasi di tingkat wasional dan internusional dalam
pelaksanaan penghapusan perdagangan perempuan,

Kendala yang . dihadapi Pemerintaly Indonesia dalam
mengimplementasikan  Konvensi Perempuoan ini antara lpin: pandangan
masyarakat lerhadap perempuan yang masil MEngangeap perempuan
beroposisi Ji bawal faki-laki, peraturan-peraturan vang ada saat ind
fenlang anti trafiking belum terlaksana denpan baik seria sikap aparatur
pemenntahan yang tidak menjunjung tinggi hak-hak korban perdagangan

perempuan,

B. Saran-saran

Melihat akar permasalahan dan fakior-faktor yang mendorong adanya

praktek-praktek  perdagangan perempuan dan chsploitasi pelacuran, maka

penulis menyarankan untuk penangoulanpannya antara lain ;

1

B

Komitmen pemerintah untuk  melindungi  hak-hak  perempuan yang
tercermin dalam kebijokan-kebijakan nasionalnya dan menjamin realisasi
praktisnya melalui hukum dan cara vang tepat,

Perlu ada kelegasan dari pemerintah pusat sampai doernh yang ikut
meralifikasi agar ada juminan ferhadap  ditepakkannya hak  asasi
perempuan, yakni dengan tindakan hukum dan sanpsi keras untuk

menghapus perdagangan perempuan,
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